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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah 

dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, 

Kejaksaan mempunyai wewenang yang telah diatur dalam undang-undang 

nomor 16 tahun 2004. serta melaksanakan putusan pengadilan guna untuk 

memperoleh kekuatan hukum yang berlaku. Mengenai penanganan tindak 

pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sangatlah berat. Dimana 

Kejaksaan harus memeriksa pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Oleh 

sebab itu, diharapkan dengan adanya penyidikan dan penuntutan terhadap 

tindak pidana  korupsi yang dilakukan oleh jaksa harus benar-benar 

terbukti pada saat sidang di Pengadilan berlangsung. Antara Kejaksaan 

dan KPK memiliki persamaan kewenangan khususnya dalam 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun 

kewenangan tersebut memiliki kriteria-kriteria tertentu. Dalam 

melaksanakan tugas penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. 

2. Kemudian dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, 

dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan 

penyidikan, sedangkan perkara tindak pidana korupsi telah dilakukan 
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penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan instansi tersebut wajib 

memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Selain tugas dan 

wewenang  yang diemban  oleh KPK dalam melakukan penyidikan dan 

penuntutan tindak pidana korupsi, KPK juga diberi wewenang untuk 

mengambil alih penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh Kejaksaan, dengan alasan apabila penanganan tindak 

pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak ditindaklanjuti. 

 

B. Saran 

Mengingat semakin meningkatnya praktik-praktik tindak pidana 

korupsi, maka wewenang Kejaksaan dan KPK dalam melakukan penyidikan 

dan penuntutan tindak pidana korupsi, seharusnya tetap dipertahankan. karena 

dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi, KPK harus melakukan 

kerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian guna untuk memberantas 

praktik-praktik tindak pidana korupsi. Dan dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002, diharapkan KPK lebih tegas dalam melakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 
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